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Posyandu (pos pelayanan terpadu), adalah wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya
kesehatan di Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1990 tentang peningkatan pembinaan
mutu Posyandu, memberi peluang kepada lintas program maupun lintas sektoral yang terkait untuk berperan
lebih aktif dan terkoordinasi.

Kenyataan di apangan menunjukkan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam
pel aksanaan program-program Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001, belum berjalan sebagaimana
mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informani secara mendalam pel aksanaan koordinasi
lintas program Dinas K esehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-grogram Posyandu di
Kabupaten Bungo tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, untuk mengetahui
faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi belum efektifnya koordinasi tersebut.

Informasi diperoleh dengan cara wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi langsung
terhadap informan-informan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, sertainforman dari tingkat Puskesmas
yakni Kepala Puskesmas dan koordinator Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinas lintas program di Dinas K esehatan Kabupaten Bungo yang
berkaitan dengan Posyandu belum efektif. Hal ini disebabkan karena belum adanya perencanaa terpadu
tahunan khusus berkaitan dengan program-program yang ada di Posyandu.

Agar koordinas tersebut memberikan hasil yang lebih besar dan lebih bermanfaat, perlu ditunjuk
koordinator yang dituangkan dalam SK Kepala Dinas K esehatan Kabupaten Bungo. Untuk lebih
menyebarluaskan dan pemerataan keberadaan Posyandu di setiap desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten
Bungo dapat mengal okasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kesinambungan Posyandu di tengah-
tengah masyarakat.
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derives from the society of every village in Indonesia. Based on the Instruction of Home Affairs Minister
number 9°h in 1990, on the enhancement, program and sectoral crossing are supposed to be more activein
the participation.

The reality shows that the coordination of the program crossing of Bungo Regency Health Department in the
programs implementation of Posyandu has not run well. This research is conducted to find out deeply
information of the implementation of program crossing coordination in Bungo Regency in 2001. The
research method used is qualitative to detect the cause of why coordination has not run. Informations are
obtained by having indepth interview, focus group discussion, and observation which are directly done to
informants who are directly involved with the available programs in the integrated services post and also,
from community health center.

The result of the research shows, that the coordination of the program crossing in Bungo Regency Health
Department that is related to the integrated services post has not been effective yet. It is appointed by the
planning is not integratedly arranged, especially abaout the program in Posyandu.

In order that the coordination produce more significant and greater result, appointing a coordinator which is
enclosed in a Decision Letter from the Head of Health Department of Bungo Regency isaneed. To spread
out and distribute evenly the existence of the integrated services post in every village, it is expexted that The
Regency Government could alocate sufficient budget to reinforce the continuity of the integrated services
post.
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